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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Suatu bisnis dapat terlaksana dengan adanya pihak penjual dan
pembeli. Selain itu, faktor penting yang harus ada adalah kesepahaman atau
persetujuan kedua belah pihak mengenai obyek transaksi yang meliputi
spesifikasi, harga, kualitas, dan lain sebagainya. Kesepahaman atau
persetujuan tersebut juga meliputi hak dan kewajiban para pihak (prestasi),
cara pelaksanaan prestasi, sampai pada penyelesaian sengketa.
Kesepahaman atau persetujuan kemudian lazim dikenal sebagai perjanjian
yang dituangkan dalam sebuah dokumen. Dalam dunia bisnis, dokumen
perjanjian itu disebut sebagai kontrak. Hukum Indonesia mengenal
perjanjian atau kontrak sebagai salah satu bentuk perikatan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata / Burgerlijk
Wetboek) mengatur perjanjian dalam Bab Kedua Buku Ketiga. Pasal 1313
KUH- - Perdata - tentang _Ketentuan-ketentuan ~Umum mendefinisikan
perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pengertian ini
sebenarnya tidak begitu lengkap, karena seharusnya menerangkan juga

tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri tentang sesuatu hal.*

! Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai
1456 BW, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 63 — 64.



Artinya, kalau hanya disebutkan bahwa satu pihak mengikatkan diri kepada
pihak lain, maka tampak seolah-olah yang dimaksud hanyalah perjanjian
sepihak, tetapi kalau disebutkan juga tentang adanya dua pihak yang saling
mengikatkan diri, maka pengertian perjanjian ini meliputi baik perjanjian
sepihak maupun perjanjian dua pihak.?

Salah satu asas yang berlaku dalam hukum perjanjian adalah asas
kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang
menggambarkan sifat terbuka (open system) dari hukum perjanjian.
Kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk
membuat atau tidak membuat kontrak, serta untuk mengatur sendiri isi
kontrak tersebut.®> Keberadaan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian
ini memberikan kebebasan bagi setiap orang untuk membuat perjanjian
dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang disetujui masing-
masing pihak sepanjang memenuhi syarat sebagai berikut:*

a. Memenuhi Syarat-sebagai suatu kontrak;

b Tidak dilarang oleh undang-undang;

c.—Sesual dengan kebiasaan yang berlaku; dan

d. Sepanjang kontrak tersebut dilaksanakan dengan itikad baik.
Kebebasan dalam berkontrak ini seharusnya memberikan kemerdekaan bagi

masing-masing pihak yang terlibat untuk menentukan prasyarat yang

2 1bid, hal. 64.

3 Toman Sony Tambunan dan Wilson R.G. Tambunan, Hukum Bisnis, (Jakarta:
Prenadamedia Group, 2019), hal. 55.

4 Munir Fuady, Hukum Kontrak: Buku Kesatu, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015),
hal. 24.



dikehendakinya dalam perjanjian. Akan tetapi, jika para pihak teguh pada
pendirian masing-masing mengenai suatu pendapat, maka tidak akan
tercapai suatu kesepahaman, kesepakatan, atau persetujuan yang
seyogyanya adalah tujuan dari-dibentuknya suatu perjanjian. Sebaliknya,
jika hanya kehendak salah satu pihak saja yang menonjol dalam perjanjian,
maka kebebasan berkontrak pihak lainnya menjadi tidak penuh dalam
perjanjian tersebut.

Berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak adalah syarat
kesepakatan para pihak untuk sahnya perjanjian dan asas konsensualisme.
Syarat kesepakatan para pihak menghendaki agar suatu perjanjian dibuat
dengan sukarela oleh para pihak yang bersangkutan tanpa adanya cacat pada
kehendak, baik berupa paksaan, kekhilafan, dan penipuan.® Belakangan,
KUH Perdata Belanda yang baru menambahkan satu lagi unsur kecacatan
pada kehendak yang dapat memengaruhi kesepakatan para pihak, yaitu
penyalahgunaan keadaan.®-Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H.
menyebut-cacat kehendak tersebut-sebagai-kepincangan dalam perizinan
subjek perjanjian.”. Beliau juga menyebutkan bahwa apabila terdapat
kepincangan dalam perizinan tersebut, maka persetujuan yang bersangkutan

dapat diminta pembatalannya (vernietighaar).®

5 Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 2014), hal. 23.

& Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak
Komersial, Cetakan Ke-4, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hal. 7.

7 Wirjono Prodjodikoro, Azas-Azas Hukum Perjanjian, (Bandung: CV Mandar Maju,
2011), hal. 30.

8 Ibid.



Bersamaan dengan syarat  kesepakatan  tersebut, asas
konsensualisme menunjukkan bahwa perjanjian sudah sah dan mengikat
ketika kesepakatan sudah tercapai sebagaimana diatur dalam Pasal 1320
KUH Perdata.® Menurut Prof. R. Subekti, S.H., konsensualisme yang
berarti kesepakatan _dinyatakan oleh kedua belah pihak dengan
mengucapkan perkataan-perkataan seperti “setuju”, “accord”, “oke”, dan
lain-lain, ataupun secara bersama-sama menaruh tanda tangan di bawah
pernyataan-pernyataan tertulis.’® Berdasarkan pernyataan tersebut, maka
dapat dikatakan bahwa syarat kesepakatan para pihak dan asas
konsensualisme tidak dapat dipisahkan keberadaannya, karena dengan tidak
adanya kesepakatan maka tidak akan muncul konsensualisme di antara
kedua belah pihak.

Sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, kesepakatan para pihak,
dan asas konsensualisme, suatu perjanjian idealnya menggambarkan hal-hal
yang telah disepakati para-pihak, namun dalam praktik bisnis dikenal
adanya bentuk perjanjian-baku (standar) dan klausula baku. Perjanjian baku
merupakan suatu-perjanjian yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih
dahulu secara sepihak, sebagaimana menurut pakar perlindungan konsumen
Prof. Johanes Gunawan, perjanjian tersebut memuat syarat-syarat tertentu
yang dibuat oleh pelaku usaha, tanpa mengikutsertakan konsumen dalam

menyusun kontrak, sehingga konsumen tidak memiliki pilihan lain, dan

® Subekti, Op. Cit., hal. 15.
10 Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 3.



dalam keadaan dibawah kekuasaannya.'! Berbeda dengan perjanjian baku,
Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Angka 10 mendefinisikan
klausula baku sebagai setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang
telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku
usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen.dan/atau perjanjian yang
mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Berdasarkan pengertian perjanjian baku dan klausula baku di atas,
nampaknya perjanjian baku dan klausula baku dipandang hanya diterapkan
oleh produsen atau penjual kepada konsumen sebagai pembelinya. Pada
kenyataannya, perjanjian baku dan klausula baku juga dapat diterapkan oleh
konsumen (pembeli) kepada penjual sebagaimana terjadi pada perusahaan
penyedia barang dan jasa seperti PT Deltasindo Raya Sejahtera yang
bergerak di bidang Uninterruptible Power Supply (“UPS”). Tidak sedikit
konsumen dan pengguna jasa PT DRS (“Customer”) yang menggunakan
perjanjian baku dan-klausula baku, baik untuk pengadaan barang maupun
jasa perbaikan-UPS. -Pada umumnya, draft perjanjian dikirimkan pada PT
DRS; baik dalam_bentuk softcopy yang-dapat di-edit untuk didiskusikan
ketentuan-ketentuan yang tercantum pada draft perjanjian tersebut, maupun
dalam bentuk hardcopy. Sebagian Customer tidak ingin isi perjanjian baku
mereka mengalami perubahan sama sekali dengan alasan bahwa perjanjian

tersebut memang dikenakan secara seragam pada seluruh penyedia barang

1 Fery Nurdiansyah, “Perjanjian Baku, Take It Or Leave It”,
<https://bpkn.go.id/uploads/document/1f9b427cce632a7db7a640daaf804c55ab3fc806.pdf>,
diakses pada 5 September 2019.



dan jasa (“Vendor”) mereka. Apabila terdapat hal-hal yang belum dimuat
dalam perjanjian baku tersebut (sering disebut sebagai perjanjian induk atau
perjanjian payung), maka akan dibuat suatu addendum atau lampiran yang
bersifat tambahan dan merupakan satu kesatuan dengan perjanjian induk.

Sebagian Customer lainnya setuju jika beberapa bagian dalam isi
perjanjian baku mengalami perubahan manakala terdapat ketentuan yang
dianggap memberatkan PT Deltasindo Raya Sejahtera dan PT Deltasindo
Raya Sejahtera mengajukan keberatan serta usul perubahannya. Dari
mekanisme tersebut, menjadi pertanyaan bagi penulis: jika memang
Customer tidak menghendaki perjanjian baku yang mereka kirimkan
mengalami perubahan, bagaimana dengan asas kebebasan berkontrak yang
menghendaki agar para pihak dapat dengan sukarela menyepakati suatu
perjanjian? Kemudian, apakah perjanjian baku secara otomatis meniadakan
kesepakatan para pihak dan asas konsensualisme? - Jika -demikian, apakah
hal tersebut dapat-menjadi-alasan perjanjian:baku dibatalkan atau bahkan
dilarang-penggunaannya?

Selain.kebebasan berkontrak, kesepakatan para pihak, dan asas
konsensualisme, dikenal juga asas keseimbangan dalam hukum perjanjian.'2
Asas keseimbangan tersebut dapat diuji melalui 3 (tiga) aspek, yaitu

perbuatan para pihak, isi perjanjian, dan pelaksanaan perjanjian.®* Sutan

12 Baginda A. J. N., Ery Agus Priyono, Dewi Hendrawati, “Penerapan Asas
Keseimbangan sebagai Indikator Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Pemborongan
Upgrading Gudang LPG di TBBM Semarang Group Antara PT Citra Agung Mandiri Utama
dengan PT Pertamina (Persero)”, Diponegoro Law Journal, Vol. 5 No. 4 tahun 2016, hal. 8.

13 1bid, hal. 9 - 10.



Remy Sjahdeini dalam disertasinya yang berjudul “Kebebasan Berkontrak
dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit
Bank di Indonesia” menganalisis keseimbangan berkontrak pada hubungan
antara bank dengan nasabah; ia menyimpulkan bahwa keseimbangan para
pihak hanya akan terwujud apabila mereka berada pada posisi yang sama
kuat.!* . Sejalan dengan pemikiran tersebut, Prof. Mariam Darus
Badrulzaman, S.H., FCBArb. dalam disertasinya yang berjudul “Perjanjian
Kredit Bank” memahami asas keseimbangaan sebagai keseimbangan
kedudukan posisi tawar para pihak dalam menentukan kehendaknya.®®
Melihat pengertian perjanjian baku dan klausula yang sudah dipaparkan
sebelumnya, nampak bahwa posisi tawar konsumen dianggap lebih lemah
dibanding posisi tawar produsen sehingga perlindungan yang ada juga
hanya ditujukan secara spesifik pada konsumen, padahal posisi tawar
produsen tidak selamanya dominan atas posisi tawar konsumen
sebagaimana yang terjadi-pada PT Deltasindo Raya Sejahtera.

Berkaitan dengan asas ‘keseimbangan, dalam hukum perjanjian
Indonesia dikenaljuga asas proporsionalitas,?“Asas ini sering kali memiliki
pemahaman yang tumpang tindih dengan asas keseimbangan karena
keberadaan keduanya yang tidak dapat dipisahkan.!’ Prof. Dr. Agus Yudha
Hernoko, S.H., M.H. berpendapat bahwa untuk mencari makna asas

proporsionalitas dalam kontrak harus beranjak dari makna filosofis keadilan

14 Agus Yudha Hernoko, Op. Cit., hal. 27.
15 Ibid.

16 Ibid, hal. 7.

7 Ibid, hal. 74.



yang dapat ditelusuri dalam berbagai pendapat serta pemikiran filsuf dan
sarjana.’® Peter Mahmud Marzuki menyebut asas proporsionalitas dengan
istilah “equitability contract” dengan unsur justice dan fairness, yaitu
menunjukkan suatu hubungan yang setara, tidak berat sebelah, dan adil
dimana hubungan kontraktual berlangsung secara proporsional dan wajar.*®

Dengan diterapkannya perjanjian baku oleh Customer sebagaimana
telah diuraikan sebelumnya, seringkali terdapat ketidakseimbangan
kewajiban maupun tanggung jawab yang cenderung memberatkan PT
Deltasindo Raya Sejahtera sehingga mengakibatkan perjanjian atau kontrak
tidak berlangsung secara proporsional. Hal ini dapat dilihat dalam
banyaknya ketentuan yang berisikan kewajiban dan sanksi bagi PT
Deltasindo Raya Sejahtera jika melakukan kelalaian terhadap perjanjian,
sedangkan dalam_perjanjian itu sendiri tidak dimuat mengenal tanggung
Jjawab Customer dalam hal pihak Customer yang melakukan wanprestasi.
Pihak PT Deltasindo Raya -Sejahtera dalam-hal ini- seolah-olah tidak
mendapat jaminan-bahwa haknya akan.terpenuhi, sedangkan ia dituntut
untuk “melaksanakan kewajibannya sebaik- mungkin agar terhindar dari
sanksi yang ditetapkan oleh Customer selaku pihak yang membentuk
perjanjian baku.

Customer seringkali menganggap daya tawar (bargaining position)

PT Deltasindo Raya Sejahtera lebih lemah sehingga muncul kemungkinan

18 1bid, hal. 84.
19 1bid, hal. 86.



keadaan ini disalahgunakan oleh Customer melalui penerapan perjanjian
baku dalam kerja sama dengan PT Deltasindo Raya Sejahtera. Setidaknya
terdapat 2 (dua) perjanjian baku mengenai penyediaan layanan dan
pengadaan barang dari Customer yang dinilai memberatkan PT Deltasindo
Raya Sejahtera yang akan dibahas lebih rinci dalam laporan magang ini,
yaitu:

1. Perjanjian Layanan Induk (Master Services Agreement /

“MSA”) antara PT Deltasindo Raya Sejahtera dengan PT A
(nama disamarkan) mengenai penyediaan jasa / layanan
maintenance (perawatan) UPS; dan

2. Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Barang (Supply Equipment

Agreement / “SEA”) antara PT Deltasindo Raya Sejahtera
dengan PT B (nama disamarkan) mengenai pengadaan barang
(jual beli) UPS.

Kedua perjanjian di atas merupakan perjanjian baku yang dibuat
oleh pihak Customer tanpa melibatkan PT Deltasindo Raya Sejahtera dalam
menentukan-berbagai-ketentuan’ di-dalamnya. Peluang untuk melakukan
negosiasi terhadap keduanya memang terbuka; namun keputusan akhir tetap
berada di tangan Customer sehingga PT Deltasindo Raya Sejahtera seolah-
olaah tidak memiliki kebebasan berkontrak yang penuh. Karena tidak
memiliki kebebasan berkontrak yang penuh, maka secara sekilas posisi
tawar PT Deltasindo Raya Sejahtera dapat dikatakan lebih rendah daripada

Customer. Jika perjanjian baku yang dibuat oleh salah satu pihak saja dalam



perjanjian, apakah kemudian perjanjian tersebut dapat dikatakan sebagai
perjanjian yang tidak seimbang karena hanya menggambarkan kehendak
salah satu pihak?  Bagaimana dengan asas proporsionalitas yang
menghendaki agar dalam suatu perjanjian terdapat pembagian hak dan
kewajiban yang proporsional? Keadaan inilah yang membuat penulis
tergerak ‘untuk meneliti lebih jauh lagi mengenai dampak penerapan
perjanjian baku dan akibatnya bagi PT Deltasindo Raya Sejahtera, serta
kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak, kesepakatan para pihak, asas
konsensualisme, asas keseimbangan, serta_asas proporsionalitas yang

dikenal dalam Hukum Perjanjian.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah penerapan 2 (dua) perjanjian baku yang dilakukan oleh
Customer kepada PT Deltasindo Raya Sejahtera dalam pembentukan
kontrak pengadaan barang dan jasa UPS._mengesampingkan asas
konsensualisme, unsur- kesepakatan para pihak, dan asas kebebasan
berkontrak?

2. -Apakah-penerapan.2-(dua) perjanjian-baku oleh Customer kepada PT
Deltasindo Raya Sejahtera dalam pembentukan kontrak pengadaan
barang dan jasa UPS bertentangan dengan asas keseimbangan dan asas

proporsionalitas dalam Hukum Perjanjian?
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1.3 Tujuan Magang

Adapun tujuan dari penulisan laporan magang ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah penerapan 2 (dua) perjanjian baku yang
dilakukan oleh Customer kepada PT Deltasindo Raya Sejahtera dalam
pembentukan  kontrak pengadaan barang dan jasa UPS
mengesampingkan asas konsensualisme, unsur kesepakatan para pihak,
dan asas kebebasan berkontrak.

2. Untuk mengetahui apakah penerapan 2 (dua) perjanjian baku oleh
Customer kepada PT Deltasindo Raya Sejahtera dalam pembentukan
kontrak pengadaan barang dan jasa UPS bertentangan dengan asas

keseimbangan dan asas proporsionalitas dalam Hukum Perjanjian.

1.4 Manfaat Magang
Adapun manfaat dari penulisan laporan magang ini adalah:
1.4.1. Manfaat Teoritis
1. Hasil penelitian-ini-dapat dijadikan bahan untuk penelitian yang
lebith-mendalam mengenai penerapan -perjanjian baku dalam
dunia bisnis dan kaitannya dengan‘teori Hukum Perjanjian.
2. Memberikan sumbangan pengetahuan, khususnya bagi Iimu
Hukum.
1.4.2. Manfaat Praktis
1. Untuk menambah wawasan penulis dalam bidang perjanjian

baku.
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2. Diharapkan hasil penelitian ini memberikan kontribusi

pengetahuan dan wawasan bagi pembaca.

1.5 Waktu dan Lokasi Magang
a. Waktu Magang
Magang dilaksanakan sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan
30 November 2019, selama kurang lebih 4 (empat) bulan.
b. Lokasi Magang
Magang dilaksanakan di PT Deltasindo Raya Sejahtera yang
beralamat di APL Tower Lantai 20, Podomoro City, JI. Letjen S.

Parman Kav. 28, Jakarta 11470.

1.6 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan dari-laporan magang ini terbagi ke dalam
beberapa Bab dan sub-sub Bab sebagaimana berikut:
BAB I: PENDAHULUAN
Pada Bab Pertama laporan magang ini Penulis memberikan
sekilas pendahuluan—yang dituangkan dalam latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang,

lokasi dan waktu magang, serta sistematika penulisan.
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BAB II:

BAB IlI:

BAB IV:

LANDASAN TEORI

Pada Bab Kedua, Penulis menyajikan landasan teori berkaitan
dengan hukum perjanjian dan perjanjian baku yang akan
digunakan untuk mengkaji permasalahan yang telah dituangkan
dalam Bab Pertama. Adapun dalam Bab Kedua ini akan
dikemukakan mengenai teori perikatan, sistem terbuka yang
dianut oleh hukum perjanjian, asas-asas perjanjian, syarat bagi
sahnya perjanjian, bagian-bagian atau unsur-unsur perjanjian,
kontrak konsumen, kontrak komersial, serta teori mengenai
perjanjian baku.

Penulis menggunakan berbagai sumber seperti buku, jurnal-
jurnal online, peraturan perundang-undangan, dan  naskah
akademik dari situs resmi pemerintah.

GAMBARAN UMUM INSTANSI TEMPAT MAGANG

Pada Bab Ketiga, Penulis menyajikan sekilas gambaran umum
mengenai. instansi: tempat magang yang dituangkan dalam
bentuk-profil perusahaan; serta uraian-singkat mengenai tugas
Penulis selama melaksanakan-magang pada instansi tersebut.
PEMBAHASAN

Dalam Bab Keempat, Penulis memaparkan uraian singkat dari
perjanjian yang hendak dibahas serta pembahasan berkaitan

dengan berbagai permasalahan yang sudah dikemukakan dalam
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BAB V:

Bab Pertama dengan menggunakan berbagai teori yang sudah
dikemukakan dalam Bab Kedua.
KESIMPULAN DAN SARAN

Pada Bab Kelima, Penulis menyajikan kesimpulan dan saran

yang ditarik Penulis dari pembahasan pada Bab Keempat.
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